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ABSTRACT 
 
PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT 
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WP ORANG PRIBADI 
( STUDI KASUS PADA PT. X ) 
 
RISNA HILMI SEPTIANI 
F3407115 
 
 Tax is a duty contribution to the country that must be payed by personal 
people who had complused characteristic based on legislative, with no retaine 
directly and used to country necessary for wealthy citizen. 
The purpose of this research is to know the calculate procedure, the 
payment procedure, and the report procedure and also about the step to fill the 
income tax annual SPT section 21 by Personal Tax Payer in this year. 
The method of this research is done with Direct Observation Method, 
Interview, Monitoring, and Literature method. The result of this research is Tax 
Payer in PT. X not too understand about the calculate procedure, the payment 
procedure, and the report procedure and also about the step to fill the income tax 
annual SPT section  21 by Personal Tax Payer. 
  Based on the result of research that has been done, the researcher give 
some suggestions for PT. X to add the application of taxation program, held 
personnel counseling from KPP Pratama Surakarta which is hopeabled can handle 
the problems of Tax Payer in PT. X about the income tax calculating procedure, 
the tax payable payment procedure, and the report procedure and also about the 
step to fill the income tax annual SPT section 21 by Personal Tax Payer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORD: the calculate procedure, the payment procedure, and the report 
procedure 
 
 
 
  
3 
 
  
4 
 
  
5 
 
MOTTO 
 
“Yang terpenting dalam kehidupan bukanlah kemenangan, 
namun bagaimana bertanding dengan baik.” 
( Baron P. De Coubertin ) 
“Jenius adalah satu pesan inspirasi dan 99% keringat 
, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. 
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi, jika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan.” 
( Thomas A. Edison ) 
“Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, 
tetapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.” 
( Michael De Montaigne ) 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. 
Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.  
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.” 
( Mark Twain ) 
 
Karya ini dipersembahkan kepada : 
1. Ayahanda & Ibundaku tercinta 
2. Kakak & adik-adikku terkasih 
3. Kekasihku & teman-teman perpajakanku tersayang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran 
penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari 
sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara. 
Sehubungan dengan akan diberlakukannya amandemen undang-undang 
pajak penghasilan yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, Direktorat 
Jenderal Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib 
pajak seperti program pemberian nomor pokok wajib pajak melalui kegiatan 
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) 
Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas Wajib Pajak. 
Kewajiban memiliki NPWP hanya dikaitkan dengan penghasilan dalam satu tahun, 
apapun jenis penghasilannya. Apabila penghasilan seseorang sudah melebihi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam satu tahun maka berdasarkan ketentuan 
perpajakan ia wajib untuk ber-NPWP. Sebaliknya, jika penghasilannya di bawah 
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PTKP, maka ia tidak wajib ber-NPWP. Namun pada kenyataannya, selama ini banyak 
pegawai tidak ber-NPWP walaupun penghasilannya melebihi PTKP. 
Meskipun demikian, berbeda ceritanya di tahun 2010, dengan berlakunya 
UU Nomor 36 Tahun 2008, orang yang tidak ber-NPWP harus dikenakan PPh Pasal 
21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif nominal. Jadi, ketiadaan NPWP akan 
menyebabkan beban pajak yang dikenakan lebih tinggi. 
Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 
Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi dapat dilakukan melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. 
Dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak secara 
proaktif mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan 
diri dan memperoleh NPWP secara mudah melalui kegiatan ekstensifikasi wajib 
pajak orang pribadi.  
Bentuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk 
tahun pajak 2009 telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-34/PJ/2009 tanggal 4 Juni 2009. Secara umum, bentuk SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2009 ini hampir sama dengan bentuk 
formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2008. 
Perbedaannya terletak pada perubahan tarif pajak terutang sebagai akibat dari 
perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini. 
Formulir ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Dengan demikian,  
formulir ini akan dipergunakan tahun 2010 pada saat Wajib Pajak akan melaporkan 
SPT Tahunan untuk tahun pajak 2009. Pemahaman tentang prosedur perhitungan 
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pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang, dan prosedur pelaporan 
serta cara pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting karena 
akan mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga kesadaran 
para wajib pajak untuk melaksanan kewajibannya akan semakin tinggi. Hal tersebut 
akan mempengaruhi pula peningkatan pendapatan negara di sektor pajak. 
Sedikitnya penelitian mengenai pemahaman prosedur perhitungan pajak 
penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang, dan prosedur pelaporan serta 
cara pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi alasan mengapa 
penulis membuat tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis pun 
membuat Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN 
PELAPORAN SPT PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ( 
STUDI KASUS PADA PT. X )”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan 
PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. X? 
2. Apa saja kelemahan dan kelebihan yang ditemukan dari prosedur 
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi di PT. X yang telah ada? 
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam mengisi SPT  Tahunan PPh 
Pasal 21 di tahun 2010? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. X 
yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku di tahun 2010. 
2. Untuk mengetahui secara realita kelemahan dan kelebihan yang terdapat 
dalam prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh 
Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ada di PT. X. 
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam mengisi SPT  
Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2010. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi perusahaan 
Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk 
menambah ketertiban dan kepatuhan serta meningkatkan SDM perusahaan 
dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. 
 
 
2. Bagi penulis 
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Ø Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III 
Perpajakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ø Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa 
berkaitan dengan pemahaman prosedur perhitungan pajak penghasilan, 
prosedur penyetoran pajak terutang dan prosedur pelaporan serta 
pemahaman mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menerapkan peraturan perudang-
undangan perpajakan yang berlaku saat ini dan menggunakan formulir SPT 
Tahunan yang terbaru. 
Ø Sarana untuk memperdalam kreativitas dan ketrampilan berkaitan dengan 
ilmu perpajakan. 
Ø Media penulis dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang  dunia 
kerja dalam suatu perusahaan. 
3. Bagi KPP 
a) Sebagai masukan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dalam 
KPP Surakarta. 
b) Sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas dan pendapatan negara. 
4. Bagi Pihak Lain 
Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai prosedur 
perhitungan pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang dan 
prosedur pelaporan sehubungandengan pengisian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menerapakan peraturan 
perpajakan yang berlaku. 
E. Metode Pengumpulan Data 
1. Desain Penelitian 
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 Peneliti menggunakan metode studi kasus sebagai desain penelitian yaitu 
penelitian secara mendalam atas suatu kasus dan melakukan penelitian dengan 
mencari sumber pustaka di perpustakaan. 
2. Objek penelitian 
Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (khususnya karyawan PT. X) 
yang menyampaikan SPT Tahunan melalui kantor Pelayanan Pajak Surakarta. 
3. Jenis dan Sumber data 
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data sebagi 
berikut : 
a. Data Primer  
yaitu mengumpulkan data dengan membaca berbagai literatur yang 
berhubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang 
bersangkutan. Pengumpulan data primer tersebut seperti dengan membaca 
artikel mengenai perusahaan tersebut baik di majalah maupun diwebsite, 
membaca buku-buku mengenai perpajakan di Indonesia, membaca artikel 
dan peraturan yang berhubungan dengan perpajakan. 
b. Data Sekunder  
yaitu data yang telah diolah. Data sekunder ini merupakan data yang 
diperoleh penulis melalui wawancara ke bagian akuntansi di PT. X dan juga 
data yang penulis peroleh dari laporan-laporan tugas akhir tahun-tahun 
sebelumnya yang berada di perpustakaan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
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· Observasi Langsung 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan praktek 
lapangan/ magang kerja ke instansi terkait sehingga bisa menilai dan 
melihat langsung praktek dalam dunia kerja. Dalam hal ini penulis 
melakukan observasi langsung ke PT. X Cabang Surakarta. 
· Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung 
kepada staf/ karyawan instansi mengenai informasi/ data yang diperlukan 
dalam membuat tugas akhir tentang tata cara pengisian SPT Tahunan PPh 
Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara langsung ke bagian akuntansi PT. X. 
· Pengamatan 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sistem kerja 
yang berlaku dalam instansi yang bersangkutan dan mengamati langsung 
wajib pajak mengisi  SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
· Studi Pustaka 
Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui 
penelaahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memplajari 
beberapa referensi. Referensi tersebut diperoleh dari data-data tertulis dan 
tercetak yang relevan seperti buku-buku serta artikel yang diperlukan oleh 
peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa refensi dari perpustakaan 
yang terdapat di lingkungang kota Surakarta, seperti Perpustakaan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kampus I Kentingan. 
  
22 
 
5. Teknik Pembahasan 
a) Pembahasan Deskriptif 
Yaitu teknik pembahasan dengan membuat gambaran atau diskripsi secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. 
b) Optimasi Keputusan 
Yaitu teknik untuk mensintesis suatu keputusan optimal dalam bidang 
perpajakan khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Pajak 
1. Pengertian dan Unsur Pajak 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Unsur-unsur pajak terdiri atas : 
a) Iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 
dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. 
b) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut dan diatur 
pelaksanaannya berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang. 
c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2. Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu : 
a) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
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b) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
3. Tarif Pajak 
Ada 4 (empat) macam tarif pajak yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a) Tarif Sebanding/ Proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. 
b) Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
c) Tarif Progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
d) Tarif Degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
 
B. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 
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Merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan. 
2. Subjek Pajak: 
a. Orang Pribadi:  
1) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 
Adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan 
orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. 
2) Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri 
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan 
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak; 
c. badan; dan 
d. bentuk usaha tetap. 
3. Subjek Pajak yang Dikecualikan: 
a. kantor perwakilan negara asing; 
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b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 
mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia 
tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau 
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik; 
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan 
2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 
3) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara 
Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan 
lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
4) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan. 
4. Objek Pajak 
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 : 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun 
secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium 
(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan 
pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, 
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uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, 
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan 
pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, 
premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur 
lainnya dengan nama apapun. 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun 
atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, 
gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, 
bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak 
tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang 
diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta 
uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan 
pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. 
d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, 
uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan 
pemutusan hubungan kerja. 
e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan 
wajib pajak dalam negeri, terdiri dari : 
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris. 
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2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 
dan seniman lainnya. 
3) Olahragawan. 
4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 
moderator. 
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
6) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan 
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi 
dan sosial. 
7) Agen iklan. 
8) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada 
suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapat. 
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 
10) Peserta perlombaan. 
11) Petugas penjaja barang dagangan. 
12) Petugas dinas luar asuransi. 
13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai 
atau bukan sebagai calon pegawai. 
14) Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis 
lainnya. 
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 
dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima 
oleh pejabat negara dan PNS. 
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g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan 
uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda 
dan atau anak-anaknya. 
h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama 
apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau 
wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan 
PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. 
5. Objek PPh bersifat final 
Yang termasuk Objek PPh bersifat final adalah : 
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 
dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang kemudian lebih 
dirinci sesuai dengan UU PPh Pasal 36 tahun2008, yaitu memindahkan 
bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 Final 
menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final; 
b. Penghasilan berupa hadiah undian; 
c. Penghasilan dari transakasi saham dan sekuritas lainnya, transakasi 
derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transakasi penjualan saham 
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura; 
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 
dan / atau bangunan; 
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 
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6. Objek Pajak yang Dikecualikan : 
a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa. 
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun 
yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan 
wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang 
dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. 
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada 
badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 
d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 
 
 
 
7. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
a. Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi sesuai pasal 17 UU PPh tahun 2000 
yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2008 : 
a) Tarif Pajak Penghasilan : 
PENGHASILAN TARIF 
                Rp0,-   s/d  Rp 25.000.000,- 5% 
Rp25.000.001,-  s/d  Rp50.000.000,-  10% 
 Rp50.000.001,-  s/d  Rp100.000.000,- 15% 
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Rp100.000.001,-  s/d  Rp200.000.000,- 25% 
Lebih dari Rp200.000.000,- 35% 
 
Tabel II.1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai 
Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000 
b) Penghasilan Tidak Kena Pajak : 
KETERANGAN PTKP 
Diri sendiri wajib pajak Rp13.200.000,- 
Wajib pajak menikah Rp1.200.000,- 
Istri penghasilannya digabung dengan suami Rp13.200.000,- 
Tanggungan anggota keluarga lain (max.3) Rp1.200.000,- 
 
Tabel II.2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP 
sesuai Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000 
b. Yang kemudian diubah sesuai dengan UU PPh pasal 36 tahun 2008 
terutama pasal 17 ayat (1) huruf a yang berlaku mulai tahun pajak 2009 
yaitu: 
a) Tarif Pajak Penghasilan : 
PENGHASILAN TARIF 
              Rp0,-  s/d  Rp50.000.000,- 5% 
Rp50.000.001,-  s/d  Rp250.000.000,- 15% 
Rp250.000.001,- s/d Rp500.000.000,- 25% 
Lebih dari Rp500.000.000,- 30% 
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Tabel II.1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai 
Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 
b) Penghasilan Tidak Kena Pajak : 
KETERANGAN PTKP 
Diri sendiri wajib pajak Rp 15.840.000,- 
Wajib pajak menikah Rp   1.320.000,- 
Istri penghasilannya digabung dengan suami Rp 15.840.000,- 
Tanggungan anggota keluarga lain (max.3) Rp   1.320.000,- 
 
Tabel II.2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi WPOP 
sesuai Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 
 
C. Tinjauan Umum Surat Pemberitahuan (SPT) 
1. Pengertian SPT 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal (1) tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan 
objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Fungsi SPT 
a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang. 
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b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 
satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari 
satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. 
d. Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang yang 
dilaporkan oleh wajib pajak. 
3. Jenis SPT 
a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang 
dalam suatu masa pajak. 
b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam 
suatu tahun pajak.  
4. Batas Waktu Penyampaian SPT 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (tiga) 
ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu 
penyampaian SPT adalah : 
a. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. 
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang  Pribadi paling 
lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
5. Perpanjangan  Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 
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Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diajukan 
kepada Dirjen Pajak disertai : 
a. Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan. 
b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 
satu tahun pajak. 
c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut 
perhitungan sementara tersebut.  
6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 
a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 
yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 
Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 
dan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . 
b. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 
isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 
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banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau 
paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT karena sengaja, ditambahkan 1 
(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang 
melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 
(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang 
dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 
39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak/  kurang bayar.  
 
D. Tinjauan Umum Surat Setoran Pajak (SSP) 
1. Pengertian Surat Setoran Pajak 
Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 
untuk melakukan pembayaran/ penyetoran pajak yang terutang ke kas 
negara melalui Kantor Pos dan Bank BUMN atau BUMD/ tempat pembayaran 
lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.. 
2. Fungsi Surat Setoran Pajak : 
a. Sarana untuk membayar Pajak. 
b. Bukti dan laporan pembayaran pajak. 
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3. Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak : 
a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. 
b. Kantor Pos. 
c. Bank-bank BUMN dan BUMD. 
d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
4. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak 
Pembayaran Masa PPh Pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN UMUM 
1.1. Sejarah Berdiri Perusahaan 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. XXX Tbk, disingkat dengan PT.XX 
(Persero) Tbk dan selanjutnya disebut “Perusahaan” didirikan berdasarkan akta 
No. 1 tanggal 2 Januari 1996 dan diubah dengan akta No. 134 tanggal 26 Januari 
1996 keduanya dari notaris Sutjipto, SH. Akta pendirian ini telah disahkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-
2122.HT.01.01.TH.96 tanggal 13 Pebruari 1996 dan didaftarkan di Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 164/leg/1996 tanggal 25 April 1996 serta 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 
1996, Tambahan No. 4886. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 13 tanggal 20 Pebruari 2001 
dari notaris Imas Fatimah, SH, mengenai peningkatan modal dasar. Akta 
perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak 
Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-1382 
HT.01.04.Th.2001 tanggal 23 Pebruari 2001. 
Pada awalnya, perusahaan ini merupakan sebuah pabrik obat yang 
didirikan pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 
1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia 
dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini 
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diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 20 tahun 1981, 
Pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan 
menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Selanjutnya 
pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 34 tahun 1995. 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan 
pendirian Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta 
program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta 
industri produk makanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, 
Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 
• Memproduksi bahan baku dan bahan penolong farmasi serta bahan kimia 
termasuk agrokimia, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau 
pembuatan atas dasar upah; 
• Memproduksi obat jadi seperti obat-obatan esensial, obat generik, obat 
nama dagang, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, diagnostik, 
kontrasepsi serta produk makanan baik yang ada hubungan dengan 
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan maupun yang bersifat umum 
termasuk untuk hewan, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau 
pembuatan atas dasar upah; 
• Memproduksi pengemas maupun bahan pengemas, mesin dan peralatan 
serta sarana pendukung lainnya, baik yang terkait dengan industri farmasi 
maupun industri lainnya; 
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• Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari 
produk di atas, baik hasil produksi maupun hasil produksi pihak ketiga, 
termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta 
kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perusahaan; 
• Berusaha di bidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan 
usaha Perusahaan maupun jasa pemeliharaan kesehatan pada umumnya 
termasuk jasa konsultasi kesehatan. Perusahaan berdomisili di Jl. Tambak 
No. 2 Jakarta dengan lokasi pabrik di Cibitung dan Cikarang, Jawa Barat. 
Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Juni 
2004, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebagai 
berikut: 
Komisaris Utama : Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH 
Komisaris : Dr. Rhenald Kasali 
   Dr. Ahmad Fuad Afdhal 
Direktur Utama : Drs. M Dani Pratomo 
Direktur : Drs. Muhammad Naguib 
   Drs. Sudibyo P, MSA 
   Dra. Yuliarti R. Merati 
 Drs. Anung Budi Mahatma 
Profil terbentuknya PT. XX : 
1996 
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PT. X (Persero) membentuk unit distribusi. 
1996 - 2000 
Dimulai dengan 4 cabang di Jawa; Masa Pengembangan Jaringan Distribusi; 
Tahun 1999, PT. XX (Persero) telah memperluas jaringan distribusi secara 
nasional di 22 cabang. 
2000 
PT. XX (Persero) melakukan restrukturisasi unit distribusi menjadi anak 
perusahaan dengan nama PT. X ; Bisnis Utama PT. X sebagai distributor dari 
produk-produk PT. XX dan perdagangan alat kesehatan. 
2006 
Akhir tahun 2006 PT. XX mempunyai 28 cabang di Indonesia  
2007 
Awal tahun 2007 PT. XX melakukan reorganisasi menjadi divisi trading dan 
distribusi; Jumlah cabang menjadi 30; Dibuka cabang baru : Solo, Bekasi, 
Tangerang; PT. X Cabang Solo terletak di Jl. Ceplok No. 8 Purwosari - Laweyan 
Solo 51742 – Indonesia, Phone +62271729722, 728860, Fax +62271 714850. 
1.2. Misi Perusahaan 
Memberi Kepuasan Pelanggan, dalam pelayanan dan usaha : 
a. Menyediakan produk yang bermutu dan harga yang bersaing bagi 
pelanggan.  
b. Memilliki Produk yang paling diinginkan dalam jumlah dan stock produk.  
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c. Memberi pelanggan pengalaman bisnis secara total yang memenuhi 
harapan pelanggan dalam pelayanan, kenyamanan lingkungan dan 
standar etika 
1.3. Moto Perusahaan 
"Prinsipal Merupakan Harta yang paling berharga untuk perusahaan" 
“Kami mendengarkan apa yang dikatakan Pelanggan dan prinsipal" 
"Kehadiran Prinsipal Baru mempunyai arti yang sangat berharga bagi 
perusahaan" 
1.4. Strategi Perusahaan 
a. Keuntungan & Pertumbuhan 
Kami berkomitmen kepada pertumbuhan yang konsisten dan berjangka 
panjang dalam pendapatan dan memberi keuntungan lebih bagi 
pemegang saham. Kami ingin menjadi, dan diakui sebagai sebuah 
perusahaan yang tumbuh dan berkembang. 
b. Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya Manusia yang ahli dan trampil adalah Modal Perusahaan 
yang terbesar dalam bersaing. Kami akan selalu melakukan pembinaan 
dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan 
sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan tingkat persaingan serta 
menghargai keberhasilan mereka. 
 
c. Mutu & Kepuasan Pelanggan 
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Memberi kepuasan pelanggan adalah keberhasilan tertinggi kami, 
bersama dengan pemasok dan mitra dagang, kami memberikan produk 
dan jasa yang berkualitas dengan pelayanan yang lebih baik dari 
kebutuhan pasar, kami berkomitmen terhadap keunggulan dalam segala 
hal yang kami lakukan. 
d. Integritas & Etika 
Integritas adalah batu penjuru praktek bisnis kami. Kami menangani bisnis 
secara konsisten denan standar etika yang tinggi. 
e. Tanggung Jawab Sosial 
Tanggung Jawab Sosial merupakan bagian yang terintegrasi pada setiap 
insan PT. X, kami berkomitmen untuk menjadi dan dihargai sebagai aset 
ekonomi, intelektual dan sosial dalam setiap masyarakat ditempat kami 
berbisnis. 
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1.5. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.1. Struktur Organisasi PT. X Tahun 2010 
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1.6. Deskripsi Jabatan 
Tabel III.1. Nama dan Jabatan Karyawan PT. X Tahun 2010 
No Nama Karyawan Status Jabatan 
1. M. Budiman Pegawai Tetap Kepala Cabang 
2. Idham Chalid Pegawai Tetap Areal Manajer Trading 
3. Nur Jihad Pegawai Tetap Office Support Trading 
4. Gatot Sumartono Pegawai Tetap Supervisor Salesman 
5. Johan Imansayah Pegawai Tetap Salesman 
6. Tusantoro Pegawai Tetap Salesman 
7. Sri Sumartono Pegawai Tetap Salesman 
8. Danuri Pegawai Tetap Salesman 
9. Teguh Prasetyo Pegawai Tetap Salesman 
10. Iwan Bramantya Pegawai Tetap Salesman 
11. Hendro Kristiyono Pegawai Tetap Salesman 
12. Joko Kristiyanto Pegawai Tetap Salesman 
13. Noor Rachman K. Pegawai Tetap Supervisor Administrasi 
14. Poni Muriawati Pegawai Tetap A.A.Penanggung jawab 
15. Denny Pegawai Tetap Fakturis 
16. Vini Riyani Pegawai Tetap Akuntansi 
17. Shinta Heni Sanjaya Pegawai Tetap Kasir 
18. Widodo Pegawai Tetap Inkaso 
19. Rizky Agung Widarjaya Pegawai Tetap Kolektor 
20. Nugroho Budhi Santoso Pegawai Tetap Kolektor 
21. Kasiman Pegawai Tetap Kepala Gudang 
22. Parwiyanto Pegawai Tetap Pelaksana Gudang 
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23. Tedy Kurnia Pegawai Tetap Pengantar Barang 
24. Suprapto Pegawai Tetap Pengantar Barang 
25. Heri Yunitanto Pegawai Tetap Pengantar Barang 
26. Eko Irawanto Pegawai Tetap Pengantar Barang 
27. Joned Eko Warsito Honorer Office Boy 
28. Guruh Bumi Samudera Honorer Satpam 
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Deskripsi Jabatan Karyawan PT. X : 
v Kepala Cabang 
Tugas dan wewenang Kepala Cabang PT. X cabang Surakarta yaitu : 
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan 
perusahaan sesuai dengan kebijakan dari pusat. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas. 
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
v Areal Manajer Trading 
Tugas dan wewenang Areal Manajer Trading PT. X cabang Solo, yaitu 
mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan trading atau 
penawaran pada konsumen terutama terhadap perusahaan besar. 
v Office Support 
Tugas dan wewenang Office Support PT. X cabang Solo yaitu melakukan 
penawaran dan perjanjian pada konsumen dan perusahaan atas 
pemesanan obat-obatan. 
v Supervisor Administrasi 
Tugas dan wewenang Supervisor Administrasi PT. X cabang Solo yaitu 
mengotorisasi dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dalam 
pengelolaan administrasi keuangan. 
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v Akuntansi 
Tugas dan wewenang Akuntansi PT. X cabang Solo, yaitu : 
1) Mencatat segala bentuk kegiatan pendanaan yang kemudian dibuat 
laporan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Cabang. 
2) Menghitung, menyetor, dan melaporkan pemotongan pajak 
penghasilan. 
v Inkaso 
Tugas dan wewenang Inkaso PT. X cabang Solo yaitu : 
1. Membuat collection plan. 
2. Melakukan pendaftaran kembali atas collection plan berdasarkan 
type payment dan sampai dengan proses close collection. 
3. Melakukan proses re-open collection jika terdapat kesalahan 
sebelum dilakukan send to receipt (pelunasan). 
4. Melakukan setup collector. 
5. Melakukan pendaftaran apply deposit. 
v Kasir 
Tugas dan wewenang Kasir PT. X cabang Solo yaitu : 
1. Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar. 
2. Menyetorkan kas yang ada ke bank setiap hari. 
3. Memegang dana kas kecil. 
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v Asisten Apoteker Penanggungjawab 
Tugas dan wewenang Asisten Apoteker Penanggungjawab PT. X cabang 
Solo yaitu : 
1) Mengotorisasi segala faktur yang berhubungan dengan penjualan. 
2) Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan 
transaksi penjualan. 
v Fakturis 
Tugas dan wewenang Fakturis PT. X cabang Solo yaitu : 
1) Menerima order konsumen dan membuat faktur atas segala 
transaksi penjualan. 
2) Mengotorisasi perijinan surat keluarnya barang ke gudang atas 
transaksi penjualan yang terjadi. 
v Kepala Gudang 
Tugas dan wewenang Kepala Gudang PT. X cabang Solo yaitu : 
1) Mengotorisasi surat keluar dan masuknya barang dagangan dari 
dalam dan keluarnya barang kedalam. 
2) Bertanggung jawab dan mengawasi segala kegiatan yang 
berhubungan dengan kegiatan keluar masuknya barang dagangan 
yang ada di dalam gudang. 
v Pelaksana Gudang 
Tugas dan wewenang Pelaksana Gudang PT. X cabang Solo yaitu : 
1) Melaksanaan pengeluaran barang dari gudang atas surat order dari 
transaksi penjualan yang terjadi. 
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2) Mencatat, menghitung, dan mengecek barang dagangan yang ada 
di gudang. 
v Office Boy 
Tugas dan wewenang Office Boy PT. X cabang Solo yaitu : 
1) Menjaga kebersihan gedung kantor. 
2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu memperlancar 
kelangsungan kegiatan yang ada dalam perusahaan. 
v Satpam 
Tugas dan wewenang Satpam PT. X cabang Solo, yaitu : 
1) Menjaga keamanan di wilayah perusahaan. 
2) Mengawal kasir saat akan menyetorkan kas perusahaann ke bank. 
v Supervisor Sales 
Tugas dan wewenang Supervisor Sales PT. X cabang Solo yaitu 
mengotorisasi dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dalam 
pengelolaan target penjualan barang dangangan agar mencapai taget 
yang ditentukan oleh pusat. 
v Kolektor 
Tugas dan wewenang Collector PT. X cabang Solo yaitu melakukan 
penagihan terhadap konsumen yang telah membeli barang dagang 
perusahaan secara kredit jangka panjang baik yang belum jatuh tempo 
maupun yang telah melewati batas jatuh tempo. 
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v Salesman 
Tugas dan wewenang Salesman PT. X cabang Solo yaitu melakukan 
penagihan terhadap konsumen yang telah membeli barang dagang 
perusahaan secara tunai maupun kredit jangka pendek. 
v Pengantar Barang 
Tugas dan wewenang Pengantar Barang PT. X cabang Solo yaitu 
mengantarkan barang-barang dagangan yang telah dipesan oleh 
konsumen dengan batas minimum pembelian dengan faktur diatas 
Rp150.000,00. 
 
B. LAPORAN MAGANG 
PT. X merupakan tempat yang menjadi tujuan magang baik mahasiswa 
maupun siswa-siswi sekolah kejuruan. Perusahaan tersebut terdiri dari beberapa 
bidang yaitu bidang administrasi, bidang penjualan, dan bidang trading. Di 
perusahaan ini penulis melaksanakan praktek kerja lapangan / magang dengan 
memberikan bantuan kepada beberapa divisi di perusahaan tersebut yaitu, Divisi 
Asisten Apoteker Penanggung jawab, Divisi Inkaso, Divisi Kasir, dan Divisi Akuntansi. 
 PT. X Cabang Surakarta adalah anak perusahaan yang bertugas sebagai 
distributor obat-obatan ke apotek-apotek dan rumah sakit yang berada dalam 
wilayah karesidenan Surakarta. Di Bidang Administrasi perusahaan inilah penulis 
melakukan penelitian selama melaksanakan kegiatan magang. 
Penulis melakukan magang di PT. X mulai tanggal 10 Februari 2010 s/d 30 
April 2010. Kegiatan magang dilakukan pada hari Senin - Jumat dalam jam kerja 
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yang dimulai dari jam 08.00-15.00 WIB, sedangkan waktu istirahat berlangsung 
mulai dari jam 12.00-13.00 WIB,. Pada hari sabtu, jam kerja aktif karyawan hanya 
berlangsung mulai dari jam 08.00-13.00 WIB dengan waktu istirahat yang sama 
selama satu jam. 
Aktivitas magang sehari-hari yang dilakukan penulis yaitu membantu dalam 
meringankan beberapa pekerjaan di beberapa divisi dalam perusahaan. Selain 
membantu meringankan pekerjaan para karyawan, penulis juga mengamati dan 
mempelajari bagaimana cara kerja di peusahaan PT. X, sehingga penulis dapat 
melakukan penelitian dengan baik. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat 
melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut: 
1. Divisi Akuntansi : 
a. Menyusun fotokopi invoice receipt pertanggal. 
b. Mendampingi akuntan saat melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 
Pribadi ke KPP Pratama Surakarta. 
c. Melaporkan SSP bulan Januari - Februari dan meminta bukti setornya ke 
KPP Pratama Surakarta  
2. Divisi Kasir : 
a. Menyusun fotokopi invoice receipt, payment voucher, dan receipt 
voucher sesuai nomor invoice-nya. 
b. Membagi dokumen SSP PPN & PPh beserta bukti pembayarannya 
(Lembar yang asli SSP PPN & PPh, lembar fotokopi journal memorial, dan 
lembar fotokopi invoice receipt untuk divisi akuntansi; lembar fotokopi 
yang pertama PPh & PPN, lembar fotokopi journal memorial, dan lembar 
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fotokopi invoice receipt untuk kasir; lembar asli invoice receipt, lembar 
fotokopi SSP PPh & PPN, dan lembar journal memorial untuk inkaso). 
c. Membantu mencari dokumen payment voucher tahun 2008-2009 untuk 
laporan kasir kepada tim audit/ SPI ( Sistem Pengendalian Intern ). 
3. Divisi Asisten Apoteker Penanggung jawab : 
a. Menyusun SOPS sesuai nomor invoce dan tanggal. 
b. Mencatat dan mengecek SOPS, FP, dan FPs ke dalam buku PB. 
c. Mengarsip FP sesuai nama salesmannya. 
d. Mengecap FP dan FPs yang akan diserah terimakan. 
e. Mengecap FP dan FPs yang baru. 
f. Menyusun FP dan FPs yang akan diserah terimakan sesuai nomor 
invoicenya. 
g. Menerima pesanan via telepon. 
h. Melakukan serah terima FP dan FPs dari A.A.Penanggung jawab ke 
Inkaso dengan mencatatnya ke dalam Buku Ekspedisi Faktur dengan cara 
mencantumkan tanggal penyerahannya. 
i. Menyiapkan SOPS, FP, dan FPs baru. 
j. Mengkroscek FP yang telah ada SPnya ke dalam Buku Ekspedisi Faktur 
lalu diarsip urut sesuai nomor invoicenya. 
k. Menyusun SOPL sesuai nomor SOnya. 
l. Menyobek kertas 1PLY. 
m. Merapikan dokumen FP tahun 2010 yang telah ada SPnya berdasarkan 
nomor invoicenya. 
4. Divisi Inkaso : 
a. Menginput FP dari sales dan kolektor. 
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b. Mengetik dan print kuitansi untuk outlet. 
c. Mengetik, menghitung, dan melakukan print SSP PPh dan PPN. 
d. Melakukan input atas cash receipt dan transfer dari salesman dan 
kolektor. 
e. Melakukan print invoice receipt, contra bond faktur, dan collection 
planning.  
 
C. PEMBAHASAN MASALAH 
1. Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( 
terkait tentang Wajib Pajak Orang Pribadi ) di PT. X 
a. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X : 
1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap 
adalah Penghasilan Kena Pajak. 
2) Menghitung Penghasilan Kena Pajak 
Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar 
penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh 
Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan 
: 
a) Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya 
biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
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untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan ditetapkan 
sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 
6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00  sebulan. 
b) Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak 
Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan 
bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat 
ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) sebulan. 
Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai 
kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari 
tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana 
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi: 
a) Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- 
b) Tambahan status kawin : Rp   1.320.000,- 
c) Istri Bekerja : Rp 15.840.000,- 
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d) Tambahan tanggungan : Rp   1.320.000,- (Maksimal 3) 
Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; 
b) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya 
sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya. 
Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan 
tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya 
kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau 
memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya 
sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga 
yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 
4) Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 
a) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap 
masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas 
perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) 
tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: 
Atas penghasilan yang bersifat teratur : 
 
 
Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur : 
 
= Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan x 12 
= (Penghasilan Teratur Sebulan x 12) + Penghasilan Tidak Teratur 
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b) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa 
pajak adalah: 
Atas penghasilan yang bersifat teratur : 
 
 
Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur : 
 
 
c) Pegawai Pindahan Baru 
Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif 
terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah 
bulan januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja 
pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor 
pengali sebagaimana dimaksud pada angka 4).a) atau faktor 
pembagi sebagaimana dimaksud pada angka 4).b) adalah 
jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang 
bersangkutan mulai bekerja. 
d) Pegawai Berhenti Bekerja 
Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan 
Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam 
tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 
=  PPh Terutang atas Jumlah Penghasilan Teratur 
12 
= (PPh Terutang Penghasilan Tidak Teratur - PPh Terutang Penghasilan Teratur) 
12 
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21 yang terhutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka kelebihan 
PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan 
kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan 
pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir 
bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. 
e) Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Terakhir 
Sehubungan sudah tidak adanya lagi SPT Tahunan PPh Pasal 21, 
maka besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa 
pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang 
terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) 
tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang 
telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun 
pajak yang bersangkutan. Masa Pajak terakhir adalah masa 
Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap 
berhenti bekerja. 
 
f) Tarif PPh Pasal 21 bagi yang tidak mempunyai NPWP 
Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang 
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan 
pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua 
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib 
pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh 
Pasal 21 yang harus dipotong tersebut adalah sebesar 120 % 
(seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang 
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seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut 
hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat 
tidak final. Penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 
Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, PPh Pasal 21 yang 
telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 
Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 
g) Saat Terutang PPh Pasal 21 
PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat 
dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan 
yang bersangkutan. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh 
Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat 
terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud 
tersebut adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau 
pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 
b. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X : 
1) Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi 
dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan 
membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari 
perusahaan. 
2) Penyetoran dilakukan dengan menyetor pajak terutang ke bank 
persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam kasus 
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penelitian ini PT. X memilih Bank Mandiri sebagai tempat 
penyetoran pajak terutang untuk karyawan dan perusahaan itu 
sendiri. 
3) Penyetoran dilakukan oleh akuntan yang bertugas dalam 
menghitung, menyetor, dan melaporkan hal-hal yang berhubungan 
dengan perpajakan. 
4) Sarana yang digunakan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 
21 bagi wajib pajak orang pribadi adalah surat setoran pajak. 
5) Setelah melakukan pembayaran di Bank Mandiri, wajib pajak 
memperoleh bukti pembayaran dari Bank Mandiri berupa slip 
pembayaran. 
 
c. Prosedur Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X : 
1) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang digunakan perusahaan adalah formulir kertas 
(hardcopy). 
2) Formulir SPT diperoleh dengan cara print manual dari softcopy yang 
telah dimiliki perusahaan dalam bentuk microsoft excel. 
3) Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
dibagikan ke semua karyawan untuk diisi sendiri. 
4) Setelah terisi, formulir dikembalikan ke akuntan untuk diteliti dan 
dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku, batas waktu penyampaian SPT Tahunan 
PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan 
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setelah akhir tahun pajak yaitu 31 Maret 2010. Akuntan perusahaan 
melakukan pelaporan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010. 
5) Sarana yang digunakan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 
wajib pajak orang pribadi yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 
Pribadi, bukti setor dari Bank Mandiri, dan lampiran SSP masa yang 
telah disetor setiap bulan selama tahun pajak yang bersangkutan. 
6) Setelah melakukan pelaporan, wajib pajak akan memperoleh Bukti 
Potong dari KPP Pratama Surakarta. Bukti potong tersebut sebagai 
bukti bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya 
yaitu melaporkan SPT Tahunannya.  
 
2. Kelemahan dan Kelebihan yang Terdapat dalam Sistem/ Prosedur yang Telah 
Ada di PT. X 
a. Kelemahan yang menjadi kendala perusahaan dalam melaksanakan 
prosedur yang telah ada : 
o Perhitungan pajak penghasilan dalam SPT PPh Ps.21 wajib pajak 
orang pribadi seharusnya dilakukan oleh diri sendiri wajib pajak 
namun dalam prakteknya kebanyakan perhitungan diserahkan 
kepada satu pihak yaitu akuntan, sehingga membutuhkan proses 
yang memakan waktu lebih lama karena harus menunggu data 
karyawan lain yang melakukan perhitungan sendiri dalam mengisi 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
o Form SPT diambil dari softcopy dikomputer yang belum di update. 
o Kurangnya wawasan karyawan tentang perpajakan terutama 
perubahan peraturan yang baru. 
  
61 
 
o Perusahaan tidak mengadakan/ melakukan pelatihan khusus 
perpajakan untuk para karyawan. 
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o Perusahaan tidak memanfaatkan sarana/ fasilitas yang telah 
diberikan oleh KPP seperti website pajak untuk menambah 
wawasan tentang perpajakan, dan customer service call yang 
disediakan oleh pihak KPP untuk bertanya jika kesulitan dalam 
mengisi/ menghitung pajak penghasilan dalam SPT. 
 
b. Kelebihan yang menjadi upaya perusahaan untuk mengatasi kelemahan 
dalam pelaksanaan prosedur yang telah ada : 
o Perusahaan ini merupakan anak cabang perusahaan, jadi jika 
mengalami kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan 
perusahaan mereka meminta bantuan dengan mengandalkan 
bantuan dari pusat. 
o Karena yang menghitung pemotongan PPh dan yang mengisi SPT 
PPh 21 diotorisasi oleh satu orang yaitu akuntan, jadi resiko 
terjadinya perbedaan pandangan cara perhitungan dan resiko 
kesalahan perhitungan dan pengisian bisa diminimalisir, karena 
wawasan perpajakan tiap karyawan berbeda-beda jadi jika yang 
melaksanakan prosedur hanya akuntan maka pandangan cara isi 
dan perhitungnya jadi sama. 
o Kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT PPh dilakukan oleh 
akuntan dengan disiplin dan terlaksana sebelum batas waktu 
penyetoran dan pelaporan habis sehingga wajib pajak di 
perusahaan tersebut semua taat pajak. 
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3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Mengisi SPT  Tahunan PPh Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi 
Dalam studi kasus terhadap wajib pajak orang pribadi di PT. X, penulis 
menemukan masalah-masalah yang nyata terjadi pada wajib pajak ini dalam 
mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kasus ini peneliti 
melakukan wawancara langsung ke akuntan selaku pihak yang diberi tanggung 
jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan bidang perpajakan di perusahaan. 
Beberapa permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mengisi SPT  
Tahunan PPh pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah : 
· Perubahan pengenaan tarif masa pajak di tahun 2008 berbeda dengan 
masa pajak tahun 2009 yang tidak ter-update oleh wajib pajak. 
· Cara menghitung pengurangan biaya jabatan di tahun 2008 berbeda 
dengan tahun 2009. 
· Wajib pajak belum paham tentang cara mengisi SPT Tahunan PPh pasal 21 
Wajib Pajak Orang Pribadi bagi karyawan pindahan dari cabang lain dan 
karyawan yang belum genap setahun bekerja. 
· Wajib pajak kebingungan jika terjadi kurang bayar masa pajak tahun lalu 
dan belum dibayarkan. Wajib pajak masih kebingungan dan ragu untuk 
memasukkan kekurangan pajak terutang tersebut ke dalam pengisian SPT 
tahun 2010. 
· Wajib Pajak masih belum jelas cara untuk melaporkan SPTnya jika wajib 
pajak tersebut memiliki NPWP yang dibuat di KPP Surakarta sedangkan 
KTPnya berasal dari luar kota. 
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· Wawasan mengenai peranan NPWP yang masih kurang dari wajib pajak 
seperti wajib pajak kurang peduli atas pengenaan sanksi yang akan 
diterima bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP,  masih adanya 
wajib pajak yang belum mengerti yang harus dilakukan saat melaporkan 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bila belum memiliki NPWP. Hal 
tersebut dapat diketahui dengan masih adanya wajib pajak yang tidak 
memiliki NPWP. 
· Wajib pajak mengalami kesulitan menentukan dasar yang digunakan 
untuk perhitungan tarif, antara penghasilan gaji dan/ atau ditambah 
pendapatan pribadi. Meskipun PPh pasal 21 telah dipotong dari 
penghasilannya di perusahaan setiap bulan. 
· Wajib pajak memerlukan penjelasan lebih untuk mengetahui kolom apa 
saja yang wajib diisi dalam formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak 
Orang Pribadi dan lampirannya agar tidak kebingungan dalam mengisi SPT 
seperti daftar kewajiban dan harta di tahun pajak dan juga kolom lain 
yang tidak menyangkut langsung penghasilan dari pemberi kerja. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Prosedur Perhitungan, 
Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada Bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
o Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X menggunakan dasar 
pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan dasar Penghasilan Kena 
Pajak yaitu sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) yang mana harus sesuai dengan ketentuan penghitungan PPh pasal 21. 
o Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi di PT. X terlaksana sesuai ketentuan peraturan 
perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu 
pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin. 
o Kelemahan yang menjadi kendala perusahaan dalam melaksanakan prosedur 
yang telah ada masih dapat diatasi yaitu proses perhitungan membutuhkan 
waktu yang lebih lama, tidak mengikuti perubahan form yang baru, 
kurangnya wawasan tentang perpajakan, tidak mengadakan penyuluhan dari 
KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan mutu SDM, tidak memanfaatkan 
sarana yang telah diberikan oleh KPP. Sedangkan kelebihan yang menjadi 
upaya perusahaan untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan prosedur 
yang telah ada yaitu tersedianya bantuan dari perusahaan pusat, resiko 
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terjadinya kesalahan perhitungan dan pengisian SPT dapat diminimalisir, 
kegiatan penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum batas waktu yang 
ditentukan. 
o Dalam studi kasus terhadap wajib pajak di PT. X, terdapat permasalahan yang 
nyata terjadi pada wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi. Permasalahan tersebut timbul salah satunya 
dikarenakan kurang sadar pajak terutama tentang perubahan-perubahan 
yang terjadi sewaktu-waktu dalam ketentuan dan peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
 
B. SARAN 
Beragamnya masalah yang dihadapi wajib pajak terutama karyawan di PT. X 
sangat memprihatinkan, karena perusahaan BUMN yang cukup besar ternyata 
kurang memperhatikan SDM yang dimilikinya. Peningkatan mutu SDM diperlukan 
dalam memperluas wawasan karyawan terutama di bidang perpajakan agar segala 
permasalahan tentang perpajakan dapat teratasi dengan baik. 
Perusahaan dapat menambahkan aplikasi dalam bidang IT, terutama 
masalah perpajakan, seperti menggunakan e-SPT agar proses pengerjaan SPT lebih 
cepat, efektif dan efisien. Perusahaan pun dapat menambahkan aplikasi My Tax 
Profesional yang berisi peraturan, treaty, tax court, kliping, kurs, panduan, dan 
formulir yang berhubungan dengan pajak sehingga semua karyawan dapat belajar 
tentang peraturan perpajakan yang berlaku terutama mengenai pajak penghasilan 
dan bentuk-bentuk formulir yang digunakan dalam pajak penghasilan. My tax 
profesional merupakan aplikasi khusus tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
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perpajakan yang dapat diupdate langsung melalui jaringan wireless. Penggunaan 
aplikasi ini dapat memudahkan wajib pajak dalam menghadapi permasalahan 
seperti wajib pajak dapat mengetahui tentang perubahan pengenaan tarif pajak 
dan perubahan bentuk formulir yang berhubungan dengan perpajakan. 
Cara menghitung biaya jabatan di tahun pajak 2009 berbeda dengan tahun 
pajak sebelumnya. Perhitungan biaya jabatan di tahun pajak 2009 dipisahkan 
menjadi dua kolom, yang pertama tarif biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja, yang kedua tarif biaya jabatan 
dikalikan dengan penghasilan dari pekerjaan bebas wajib pajak sendiri. Perhitungan 
biaya jabatan yang kedua tidak boleh lebih dari batas maksimum biaya jabatan 
setelah ditambahkan dengan perhitungan biaya jabatan yang pertama. Sedangkan 
perhitungan biaya jabatan sebelum tahun pajak 2009 hanya pada satu kolom yaitu 
dengan mengalikan langsung tarif biaya jabatan dengan jumlah penghasilan bruto 
yang diterima wajib pajak.  
Wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran pajak terutang tidak 
perlu memasukkan pajak terutang tahun pajak yang lalu ke dalam perhitungan SPT 
tahun pajak sekarang, karena pajak terutang tahun lalu dapat dibayar langsung 
ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Wajib pajak yang 
belum paham tentang cara mengisi SPT Tahunan PPh pasal 21 bagi Wajib Pajak 
Orang Pribadi sehubungan dengan karyawan pindahan dari cabang lain dan 
karyawan yang belum genap setahun bekerja di PT. X dapat membaca lebih teliti 
lagi buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak 
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Orang Pribadi tahun 2009, karena dalam buku petunjuk pengisian tersebut telah 
dijelaskan secara terperinci cara perhitungan dan pengisian SPT Tahunan. 
Wajib pajak juga dapat memanfaatkan sarana/ fasilitas yang telah diberikan 
oleh KPP seperti website perpajakan (contohnya www.pajak.go.id, 
www.klinikpajak.com, www.ortax.org, www.blogpajak.com, dan sebagainya) untuk 
menambah wawasan tentang perpajakan, dan customer service call yang 
disediakan oleh pihak KPP untuk bertanya jika sewaktu-waktu mengalami kesulitan. 
Dalam penelitian ini hal tersebut merupakan solusi atas permasalahan yang 
dihadapi wajib pajak yaitu dapat memperoleh penjelasan mengenai kolom yang 
wajib diisi dalam formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 
lampirannya sehubungan dengan kolom yang tidak menyangkut langsung 
penghasilan dari pemberi kerja, penjelasan tentang penentuan yang menjadi dasar 
pengenaan tarif pajak penghasilan antara menggunakan penghasilan gaji dan/ atau 
ditambah pendapatan pribadi, penjelasan mengenai hal yang dilakukan saat 
melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bila belum memiliki NPWP, dan 
penjelasan  mengenai pengaruh yang terjadi saat pelaporan apabila wajib pajak 
memiliki NPWP yang dibuat di KPP Surakarta, namun KTP wajib pajak berasal dari 
luar kota. 
Berdasarkan beberapa saran dari penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa 
saran utama penulis untuk mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan yaitu 
perusahaan perlu mengadakan pelatihan brevet atau mengundang pihak KPP 
Surakarta untuk melakukan penyuluhan agar karyawan benar-benar paham tentang 
prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib 
Pajak Orang Pribadi serta  mamahami cara pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 
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Wajib Pajak Orang Pribadi yang baik dan benar sesuai perundang-undangan yang 
berlaku saat ini.  Wajib pajak juga dapat menanyakan langsung segala hal yang 
menjadi kendala mereka di bidang perpajakan dan mendapat jawaban yang jelas 
serta akurat karena diberitahu langsung oleh pihak terkait yang ahli dibidangnya, 
seperti pemahaman tentang pengertian NPWP Kolektif dan pengenaan sanksi yang 
akan diterima bila wajib pajak belum memiliki NPWP, sehingga kesadaran karyawan 
akan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan. 
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